
SALINAN

 
NOMOR 7/E, 2010   

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  11  TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan 

sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia 

merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan 

untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan 

waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak 

asasi manusia; 

c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh 

manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan lokal, nasional dan global; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);   
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3845); 

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3658); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi                  

Nomor : KM.59/PW.002/MPPT-85 Tahun 1985 tentang 

Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata; 

12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata                         

Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas 

Hotel; 

13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi               

Nomor : KM.94/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang 

Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel; 

14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi       

Nomor : KM.98/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987 tentang 

Ketentuan Usaha Obyek Wisata; 

15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi             

Nomor : KM.103/UM.201/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa 

Impresariat; 

16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi             

Nomor : KM.106/UM.001/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa 

Infoermasi Pariwisata; 

17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi            

Nomor : KM.107/PL.107/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa 

Konsultasi Pariwisata; 

18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                

Nomor : KM.108/HM.703/MPPT-1991 tentang Ketentuan 

Usaha Jasa Konfensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; 

19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi             

Nomor : KM.10/PW.102/MPPT-1993 tentang Ketentuan Usaha 

Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata; 

20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep 

012/MKP/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha 

Pariwisata;  
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21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota  Malang  Tahun  2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 59); 

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 73);  

Dengan Persetujuan Bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 
dan 

WALIKOTA MALANG   

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KEPARIWISATAAN.   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha 

pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
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politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 

lainnya. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. 

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha 

pariwisata. 

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

rangka mengahasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata 

atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 

penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan 

budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta 

pertahanan dan keamanan.  


